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Abstract
Poverty have multidimensional character. Poverty not only concern with economic,
“ut also non-economic (social, culture and politics). One of the communities which in
roverty irap is peasant. This thesis describes why peasants get poverty and what the effort
" peasant to move out from poverty. Researcher observe peasant life paitern from social
“apital side which owned by peasant in Tretes Village. Result of this research show that

wcial capital of peasant in Tretes Village can motivate collective action. The kinds of

“oliective action poured into arrangement that have been done by peasant to move out
Tom paverly trap but there are many constrains inside. Therefore, it is made compulsory
wdirecily governmental interference to support peasant arrangement become an action
“sat able to move out peasant from poverty trap in Tretes Village.
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PENDAHULUAN

Semiskinan terus menjadi  masalah
wnomenal di Indonesia. Angka kemiski-
man menurut daerah di Indonesia menun-
wxan bahwa kemiskinan di pedesaan
wenderung lebih tinggi dibandingkan de-
“oin daerah perkotaan. Menurut data BPS
wmnal pada tahun 2007, sebagian besar
2.2 persen) penduduk miskin berada di
“scrah pedesaan. Oleh karena itu, diperiu-
i suatu kebijakan yang lebih mempri-
wiaskan pada upaya mensejahterakan
remiuduk di wilayah pedesaan.

Wilayah pedesaan di Indonesia seba-

gian penduduknya bermatapencaharian
sebagai petani, sehingga kemiskinan ba-
nyak menimpa petani. Ciri-ciri masyara-
Kat desa (petani) yang sangat menonjol
adalah adanya pola interaksi antar indi-
vidu seperti: gotong royong, resiprositas
(reciprocity), kepercayaan (trust), norma
sosial, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Hal
terscbut mengindikasikan bahwa terdapat
modal sosial yang cksis dalam jaringan
masyarakat pedesaan, khususnya petani.
Demikian pula dengan daerah penelitian
yang dipilih oleh pencliti vaitu Desa
Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten
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Di Desa terscbut matapencaharian
penduduk adalah petani miskin, di mana
modal sosial juga cksis. Homogenitas
matapencaharian dan pendapatan yang
tidak menentu mendorong petani miskin
di Desa Tretes untuk memutuskan suatu
tindakan bersama yang dapat mendorong
perekonomian mereka dan dapat mengelu-
arkan mercka dari kemiskinan. Tindakan
bersama ini sering disebut sebagai tinda-
kan kolektif (collective action), Tindakan
kolektif deollective action) timbul karena
adanya kekuatan modal sosial pada Desa
Iretes.

Olch karena itu, peneliti tertarik untuk
meneliti bentuk tindakan kolektif (collec-
tive action) yang muncul dari adanya
kescpakatan (arrangement) petani didu-
kung dengan adanya modal sosial sebagai
upaya petani untuk keluar dari perangkap
kemiskinan (poverty trap). Selain i,
peneliti tertarik untuk memilih dacrah
penelitian di Desa Tretes karena fenomena
kemiskinan di dacrah pedesaan dapat
dilihat di Desa Tretes Kecamatan Pujon.
Penduduk Desa Tretes yang bermatapen-
caharian sebagai petani, rata-rata adalah
petani miskin, Dalam komunitas petani
tersebut, memiliki organisasi yang berang-
gotakan para petani atau yang sering dise-
but dengan kelompok usaha tani (KUT).
Kondisi KUT di Desa Tretes memiliki
keunikan tersendiri. Di Desa tersebut
terdapat 2 (dua) KUT yang bekerjasama
dengan pabrik pertanian yang berbeda.
Pabrik  terscbut menyuplai  berbagai
macam kebutuhan tani, mulai dari benih
sampai pestisida,

Uniknya masing-masing kelompok
yang telah memiliki anggota sendiri-
sendiri lebih cenderung memilih salah satu
KUT yang mercka anggap lebih peduli
dan lebih lunak sistem pembayaran serta
kerjasamanya, di mana mercka mengan-
dalkan kepercayaan (trusr) sebagai jami-

nannya. Para petani lebih melihat kearifan
dan kejujuran seorang ketua kelompok,
tapi mereka juga tidak terlalu memperdu-
likan kesalahan sescorang.

Setelah melakukan pengamatan dan
diskusi singkat, menurut peneliti, Desa
Tretes sangat cocok untuk dijadikan obyek
penclitian yang terkait tindakan kolektf
dengan modal sosial scbagai pendukung
teori terscbut dalam mengatasi persoalan
kemiskinan di Desa tersebut. Selain i,
Petani yang hidup di wilayah pedesaan
rentan akan kondisi kemiskinan. Petani
Desa Tretes rata-rata adalah petani miskin
berpendapatan rendah. Keutamaan petani
Desa Tretes adalah adanya modal sosial
yang baik dan dapat dijadikan scbagai
modal dasar penanggulangan kemiskinan
melalui  tindakan  kolektif (collective
action).

Dari uraian di atas, peneliti akan lebih
memfokuskan penelitian ini dengan -
juan: (1) mengetahui bagaimana struktur
dan karakteristik kemiskinan di Desa
Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten Ma-
lang; (2) memahami bagaimana modal
sosial (social capital) yang ada di Desa
Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten Ma-
lang; (3) menganalisa bagaimana bentuk
dan pengaruh tindakan kolektif (collective
action) dalam lingkaran kemiskinan di
Desa Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten
Malang; serta (4) merumuskan kebija-
kan-kebijakan apa saja yang kiranya pa-
ling diperlukan dalam rangka mengurangi
cakupan dan tingkat kemiskinan,

Konsepsi Kemiskinan

Pada umumnya, ketika orang berbicara
tentang kemiskinan, yang dimaksud ada-
lah kemiskinan material. Dengan penger-
tian ini, maka scscorang masuk dalam
kategori miskin apabila tidak mampu
memenuhi standar minimum kebutuhan
pokok untuk dapat hidup secara layak.
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Ini yang scring discbut dengan kemis-
kinan konsumsi. Memang definisi ini
sangat bermanfaal untuk mempermudah
membuat indikator orang miskin, tetapi
definisi i sangat kurang memadai
karena: (1) tidak cukup untuk memahami
realitas kemiskinan; (2) dapat menjeru-
muskan ke kesimpulan yang salah bahwa
menanggulang! kemiskinan cukup hanya
dengan menyediakan bahan makanan
vang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi
pengambil keputusan ketika harus meru-
muskan kebijakan lintas sektor, bahkan
nisa kontraproduktif (Sahdan, 2007).

Klasifikasi Kemiskinan'

Kemiskinan dapat digolongkan dalam
vemiskinan struktural, kemiskinan kultu-
=al dan kemiskinan natural, Kemiskinan
struktural discbabkan oleh kondisi struk-
wur perekonomian yang timpang dalam
masvarakat, baik karena kebijakan eko-
momi pemerintah, penguasaan faktor-
faktor produksi oleh segelintir orang,
monopoli, kolusi antara pengusaha dan
pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemisgki-
nan struktural ini terjadi karena faktor-
xlkiﬂf buam manum Adﬂpllﬂ km
nan kultural muncul karena faktor budaya
stau mental masyarakat yang mendorong
orang hidup miskin, seperti perilaku malas
sekenja, rendahnya kreativitas dan tidak
sda kKeinginan hidup lebih maju. Sedang-
van kemiskinan natural adalah kemiskinan
vang terjadi secara alami, antara lain yang
Zisebabkan oleh faktor rendahnya kualitas
sumber daya manusia dan terbatasnya
sumber daya alam (Muttaqin, 2007).

Secan teoritik Mas’oed (1994) melihat
vemiskinan dipahami melalui akar penye-
~wbnva vang dibedakan menjadi dua
wategort: pertama, kemiskinan alamish,
oty suatu kemiskinan yang timbul akibat
wernatasnya sumber atau tingkat perkem-
sangan teknologi vang rendah. Artinya
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secara alamiah kemiskinan memang ada
bukan adanya kelompok atau individu
vang ada dalam masyarakat vang lebih
miskin dari yang lain. Kedua, kemiskinan
buatan (artificial), yaitu struktur sosial
yang ada membuat masyarakat tidak dapat
menguasai sarana ekonomi dan fasilitas
secara merata. Dalam arah selanjutnya,
kemiskinan buatan inilah yang sering
mengisi wacana para pakar sosial sebagai
kemiskinan struktural.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),
kemiskinan adalah ketidakmampuan
untuk memenuhi standar tertentu  dar
kebutuhan dasar, baik makanan maupun
bukan makanan. Standar ini disebut garis
kemiskinan, yakni nilai pengeluaran kon-
sumsi kcbutubhan dasar makanan sectara
2.100 kalori energi per kapita per han,
ditambah nilai pengeluaran untuk kebutu-
han dasar bukan makanan yang paling
pokok.

Sementara menurut Peraturan Peme-
rintah No. 42 tahun 1981, fakir miskin
adalah orang yang sama sekali tidak mem-
punyai sumber mata pencaharian dan tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebu-
tuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan
alau orang yang mempunyal mata penca-
harian tetapi tidak dapat memenuhi kebu-
tuhan pokok vang layak bagi kemanu-
siaan.

Multidimensi Strategi dalam Pen-
anggulangan Kemiskinan

Pertama, yang paling jelas bahwa ke-
miskinan berdimensi ckonomi atau mate-
rial. Dimensi ini menjelma dalam berbagai
kebutuhan dasar manusia yang sifatnya
material, yaitu seperti pangan, sandang,
perumahan, keschatan, dll. Dimensi ini
dapat diukur dalam rupiah meskipun harg-
anya akan selalu berubah-ubah sctiap
tahunnya tergantung dari tingkat inflasi
rupiah itu sendiri.
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Kedua, Kemiskinan berdimensi sosial
dan budaya. Menurut Susanto ( 1977)
berpendapat bahwa adanya proses sosial
mengindikasikan adanya suatu gejala
perubahan, gejala penyesuaian diri, gejala
pembentukan, serta gejala-gejala yang
terjadi di dalam masyarakat dengan indi-
vidu atau sebaliknya. Semua gejala terse-
but discbabkan karena individu-individu
di dalam kelompok menyesuaikan diri
Silu sama lain serta menyesuaikan diri
dengan keadaan. Usaha ini akan terus
mencrus dilakukannya selama kelompok
tersebut bernilai baginya dan selama dirz-
sakannya bahwa dirinya memerlukan
kelompok untuk kemajuan dan perkem-
bangan dirinya. Ukuran kuantitatif kurang
dapat dipergunakan untuk memahami
dimensi ini schingga ukuran sangat bersi-
fat kualitatif. Lapisan yang secara ekono-
mis miskin akan membentuk kantong-
kantong kebudayaan yang disebut budaya
kemiskinan demi kelangsungan hidup.
Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan
dengan terlembaganya nilai-nilai seperti
apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberda-
yaan, dan lain-lain. Untuk itu serangan
terhadap kemiskinan sama artinya pula
dengan pengikisan budaya ini. Apabila
budaya ini tidak dihilangkan maka kemis-
kinan ekonomik juga sulit ditanggulangi,

Ketiga, kemiskinan berdimensi struk-
tural atau politik artinya orang yang me-
ngalami kemiskinan ckonomi pada hake-
katnya karena mengalami kemiskinan
struktural atau politis. Kemiskinan ini ter-
jadi karena orang miskin tersebut tidak
memibiki sarana untuk terlibat dalam
proses politik, tidak memiliki kekuatan
politik, schingga menduduki struktur so-
sial paling bawah. Ada asumsi yang me-
negaskan bahwa orang yang miskin secara
struktural atau politis akan berakibat pula
miskin alam material (ekonomi). Untuk
itu langkah pengentasan kemiskinan apa-

bila ingin efektif juga harus mengatasi
hambatan-hambatan yang sifatnyva struk-
tural dan politis.

Menurut Ritzer (1980), kemiski-
nan mempunyai berbagai macam fungsi
vang berdimensi ekonomi, sosial, kultural
dan politik. Kemiskinan akan tetap
berlangsung di dunia selama kemiskinan
masih tetap fungsional terhadap berbagai
unit dalam masyarakat dan belum adanya
alternatif lain dalam berbagai pelaksanaan
fungsi bagi orang miskin. Menurutnya,
kemiskinan akan lenyap melalui 2 (dua)
syarat, yaitu: pertama, bila kemiskinan itu
sudah sedemikian tidak berfungsi lagi bagi
kemakmuran. Kedua, bila orang miskin
berusaha sekuat tenaga untuk mengubah
sistem yang dominan dalam stratifikasi
sosial,

Faktor Penyebab Kemiskinan
Menurut Friedmann (1992) kemiski-
nan disebabkan karena tidak adanya pem-

berdayaan, dan perlunya solusi lentang 8

(delapan) dasar kekuatan sosial sebagai

sarana dasar yang tersedia dalam ekonomi

kKeluarga untk keberlangsungan hidup-
nya, yaitu:

a. Pertahanan ruang hidup (defensible life
space). Sebagai dasar wilayah ekonomi
keluarga, pertahanan hidup mencakup
ruang fisik, di mana anggota keluarga
memasak, makan, tidur dan jaminan
perlindungan terhadap barang miliki
pribadi. Dalam pengertian lebih luas,

b. Waktu luang (Swplus Time). Waktu
yang terdapat pada keluarga ekonomi
mampu dan merupakan waktu diatas
waktu yang diperluakan untuk menam-
bah nafkah pekerjaan.

¢. Pengetahuan dan ketrampilan (know-
ledge and skili). Tingkat pendidikan
dan penguasaan ketrampilan khusus
dalam ekonomi sangat menguntungkan
untuk mempertinggi prospek jangka
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panjang ckonomi keluarga.

d. Informasi yang tepat (apropriate infor-
maticn). Informasi vang akurat dan
rasional berhubungan dengan kemam-
puan keluarga dalam memenuhi kebu-
tuhan hidup.

¢. Organisasi sosial (social organization).
Termasuk organisasi formal dan infor-
mal yang berasal dari keluarga,

t. laringan Sosial (social networks). Kelu-
arga merupakan jaringan horisontal
vang luas (keluarga, teman, tetangga)
jaringan kerja vertikal ini melewati
tungkat sosial umuk memperbaiki
adanya perubahan keluarga dengan
kekuatan tetapi ada Kketergantungan
hubungan patron client.

¢ Sarana dalam pekerjan dan lingkungan
keluarga (instrumen of work and liveli-
hood). Sebagai alat produksi keluarga,
semangat vang kuat untuk produksi
redesaan,

% Sumber keuangan (financial resources).
laringan  pendapatan  keluarga baik
secara formal dan informal melalui
kredit,

Menurut Mas'oed (1994), penyebab
comuskinan struktural menyangkut bebe-
wapa hal, vaitw: ) policy bias, di mana
webijakan pemerintah cenderung mengu-
“miakan Kota, mengistimewakan komoditi
Sipont serta kebijakan pangan yang me-
“otimewakan bahan makanan impor; (i)
WOREsS-proses keh-mbdgaan. sepertt ke-

ixaan akses tanah dan pengairan, pe-

“siuran bagi hasil dan sewa menyewa

“nah vang timpang, pasar yang kurang

wriembang dan Kelangkaan kredit serta

corangnyva fasilitas pelatihan; (i) dua-
= ekonomi, pengambilan sumber daya
2 besar untuk mengembangkan perta-
~n homersial dan berorientasi eksport,
~emtara petani kecil dan pinggiran tidak
i kesempatan  berkembang; (v
L Kependudukan;  (v) manajemen
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sumberdaya alam dan lingkungan, yang
sangat berkaitan dengan kelangkaan sum-
berdaya alam: (vi) siklus dan proses
alamiah, berupa kelangkaan pangan yang
bersifat musiman sehingga kaum miskin
di pedesaan segera menjual hasil pertani-
annya meski dengan harga yang murah
demi memenuhi kebituhan jangka pendek
dan membeli bahan-bahan pertanian kem-
bali dengan harga vang lebih tinggi; (vii)
marjinalisasi wanita, adanva diskriminasi
wanita schingga mereka sulit mendapat-
kan akses input; (viti) tengkulak yang
eksploitatif, seperti  pemilik terhadap
penggarap, pelepas uang terhadap pemin-
jam, pedagang terhadap petani kecil dll;
(x) fragmentasi politik internal dan gejo-
lak sostal, missal kemiskinan di Timor
Timur yvang berkepanjangan akibat dari
kericuhan dacrah.; serta (x) proses inrer-
nasional, di mana kemiskinan terjadi di
negara yang penghasilannya tergantung
pada pasar internasional.

Tinjauan Kemiskinan dari Aspek
Non Ekonomi

Lewis (1966) merupakan tokoh utama
yang mclihat fenomena kemiskinan de-
ngan pendekatan budava. Dengan kon-
sep cultural poverty Lewis berpendapat
bahwa kemiskinan adalah suatu budaya
yang terjadi karena penderitaan ekonomi
(economic deprivation) yang berlangsung
lama. Lewis menemukan bahwa kemiski-

“nan adalah salah satu sub-kultur masyara-

Kal yang mempunyai kesamaan ciri antar

ctnik satu dengan emik yang lain. Akar

dari timbulnya budaya miskin tersebut,

menurut pendapat Lewis (1966; dalam

Sukmana, 2005) adalah keadaan masyara-

kat yang mempunyai ciri-ciri:

I. Sistem perekonomian yang terlalu ber-
orientasi pada mencari keuntungan.

2. Tingginya angka pengangguran dan
angka wunder employment bagi golo-

S Oktavianty, Steategi Penanggulangan Kemiskinan 2




st

mm

.

=y

Media Trend Vol. 5 No.1 Maret 2010, hal 17- 41

ngan vyang tidak punya Keahlian

(unskilled labor).

3. Rendahnya upah atau gaji yang di-
peroleh para pekerja.

4. Tidak adanva organisasi sosial. poliuk.
dan ekonomi bagi kaum miskin, baik
vang didirikan oleh pemerintah mau-
pun oleh swadaya masyarakat (NGO).

5. Adanya sistem kekeluargaan yang bila-
teral yang menggantikan sistem unila-
teral.

6. Hadimya kelas masyarakat yang domi-
nan, menekankan pada penumpukkan
harta dan kekayaan, kesempatan untuk
terus meningkat dalam status (upward
mobility). Anggota kelas masyarakat
ini beranggapan bahwa kemiskinan
disebabkan olch karena sifat pnbad
yang lemah dan inferior.

Oleh karena itu, kemiskinan yang sa-
ngat berhubungan dengan perckonomian
individu atau kelompok memerlukan per-
hatian dan penanganan dari  berbaga
dimensi termasuk dimensi sosial, menurut
Lampert (1994) setiap tatanan ekonom
perlu menyvertakan muatan sosial tertentu
karena lingkungan ekonomi mempunyai
efek berkesinambungan terhadap kedudu-
kan sosial individu atau kelompok. Jadi,
kedudukan sosial, status sosial, sera
keamanan sosial individu dan kelompok
tergantung pada distribusi pendapatan dan
kekayaan; pada kesctaraan peluang: pada
ketersediaan pilihan untuk perkembangan
individu, dan sebagainya. Muatan sosial
vang ada dalam suatu tatanan ekonomi
mungkin perlu diukur melalui  standar
gagasan-gagasan masyarakat mengenai
norma dan tujuan sosial.

Model Tindakan Kolektif (Collective
Action Model)

Ahli-ahli kelembagaan mengutamakan
pandangan tentang cksistensi adanya tin-
dakan kolekuf (collective action) dari

individu-individu di dalam masyarakat.
Menurut Samuels (1995; dalam Yustika,
2006) menyimpulkan ada 8 (delapan)
aspek dari ckonomi kelembagaan, di mana
salah satu aspek tersebut berkaitan dengan
kultur dan kekuasaan (culture and power).
Aspek ini menentukan cara bagaimana
individu berperilaku. Individu-individu
diitkat oleh masyarakat melalui norma-
norma dan nilai-nilai sehingga mereka
cenderung bertindak secara kolektif dari-
pada pribadi-pribadi.

Menurut Coleman (1994), fenomena
sistem vang dikclompokkan secara long-
gar biasa disebut dengan perilaku kolekul
yang pada umumnya mempunyai bebe-
rapa elemen, antara lain:

* Fenomena tersebut melibatkan sejum-
lah orang vang melakukan tindakan
vang sama atau mirip pada waktu yang
bersama.

* Perilaku yang ditampilkan tersebut ber-
sifal sementara atau terus menerus
berubah, tidak dalam kondisi seim-
bang/stabil.

 Terdapat semacam Kketergantungan ter-
tentu di antara tindakan-tindakan terse-
but; individu tidak bertindak sccara
bebas.

Olch karena Kkarakteristik perilaku
sosial vang demikian, maka perilaku
kolektif sangat bermanfaat untuk meng-
kaji perubahan sosial.

Pada saat ini para ckonom banyak

‘membahas ide tentang “ekonomi kelem-

bagaan baru” (new institutional econo-
mics/NIE). Menurut Yustika (2006) NIE
menempatkan dirt  sebagai  pembangun
teori kelembagaan nonpasar (non-marker
institutions) dengan fondasi teori ckonomi
ncoklasik. NIE mengeksplorasi gagasan
kelembagaan nonpasar (hak kepemilikan,
kontrak, partai revolusioner, dan lain-lain)
scbagai jalan untuk mengkompensasi
kegagalan pasar (market failure). Dalam
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renddekatan  NIE, kehadiran  informasi
vang tidak sempumna, cksternalitas pro-
luksi  (production externalities), dan
sarang-barang  publik  (public goods)
diidentifikasi sebagai sumber terpenting
ey sources) terjadinya kegagalan pasar
schingga meniscayakan perlunya kehadi-
ran  kelembagaan nonpasar. Tindakan
wolekuf (eollective action) diasosiasikan
Jengan tulisan Mancur Olson, Eleanor dan
Vincent Ostrom, serta yang lainnya; yang
mencoba mengeksplorasi keadaan Ketika
relaku ckonomi akan memperoleh keber-
wasilan bila melakukan kerjasama, baik
Zalam domain ckonomi maupun politik.
Hal imi sekaligus dapat memberikan bukti,
whagal contoh, bahwa usaha tani yang
Zkontrol oleh petani lebih mungkin
serhasi! dalam menyediakan jasa pemasa-
ran bagi para anggotanya.

Dalam tulisan Olson (1965) tentang
cgika tindakan kolektif (collective ac-
sons. Olson mengkritik pendekatan yang
Spaka) oleh aliran pluralisme dan Marx-
~me vang mengabaikan masalah tindakan
colektfl untuk kelompok-kelompok dan
welas-kelas dalam masyarakat. Menurut-
=wx. tidak rasional bagi individu-individu
otk ikut membenkan kontribusi bagi
wepentingan-kepentingan kolekuf, Lanjut-
=va. adalah keliru jika kelompok-kelom-
sk akan bertindak seperti kepentingan
=ecreka sesuai logika yang mengikuti pre-
=5 perilaku rasional dan kepentingan dini
wndinn karena berbagai kepentingan pu-
“ox nudak bisa diorganisasikan. Begitu
s berbagar kelompok selamanya tetap
2 berbagai kelas selamanya “classcs in
semselves”, Evaluasi plural juga dibahas
“xam teont pilihan sostal yang menenpat-
o pluralitas sebagai sesuatu yang sudah
wu dengan sendininya (Sen, 1988).

Menurut Di Gregorio et, al. (2004,
“am Syamsuddin et. al., 2007) pada da-
v satu oindividu masyarakal secara
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alami akan cenderung memilih melakukan
aksi bersama dengan individu lain ketika
mereka merasa ada kesamaan dalam hal
tujuan yang ingin dicapai dan ketika me-
reka merasa adanya ketidakpastian dan
resiko yang dihadapi jika bergerak send-
irian. Berbagai studi menunjukkan peran
tindakan kolektif (collective action) dalam
meningkatkan akses masyarakat terhadap
pihak institusi yang lebih tinggi ketika
mereka menuntut pelayanan publik atau
meminta perlindungan. Meinzen-Dick dan
Knox (1999; dalam Syamsuddin, 2007)
menyatakan bahwa dalam sistem pemerin-
tahan desentralisasi dengan scbagian
kewenangan pusat beralih pada daerah,
seperti halnya dalam perencanaan pem-
bangunan menurut UU 25/2004, aksi
kolektif dibutuhkan dalam mengkoordinir
kegiatan-kegiatan individu, menyusun
aturan kelompok dan memobilisasi sum-
berdaya berupa uang, tenaga dan materi
lainnya.

Menurut Miller (1992) tindakan kolek-
tif (coliective action) dapat timbul diling-
kungan sosial mana saja, dimana terdapat
komunitas atau kelompok serta adanya
kepentingan individu yang sejalan dengan
tujuan bersama dalam kelompok tersebut.
Seperti dalam tulisan Ostrom (2000) ten-
tang adanya ancaman penunggang bebas
(free rider) yang memfaatkan secara
bersama (collective benefits) terhadap pe-
ngadaan barang publik. Sehingga ada
menimbulkan biaya tambahan untuk pe-
ngadaan investasi sumber dava berkaitan
dengan momitoring serta menghukum se-
tiap tindakan dari free rider. Studi lain,
berkaitan dengan penanggulangan free-
rider dikemukakan oleh Giichter dan Fehr
(1999). Mercka berpendapat bahwa ada-
nya peran persetujuan sosial dalam aksi
Kolektif dan menentukan  persetujuan
sosial manakah yang mampu menanggu-
lang munculnya free-rider.

oy Uktavianty, Strategi Penanggulangan Kemiskinan 73




Media Trend Vol. § No.1 Maret 2010, hal 17- 4]

Dari berbagai penyataan dan pendapat
para pemikir terscbut mengindikasikan
bahwa tindakan kolekuf (collective ac-
tion) mendorong masyarakat memainkan
peran sosial dan politiknya, misalnya
melalui partisipasi mereka dalam proses
kebijakan. Menurut Dasgupta (2000), aksi
kolektif bagi masyarakat merupakan
mekanisme agar "suara” mereka bisa lebih
didengar. Dalam konteks pembangunan,
aksi kolektif tidak hanva memobilisasi
energi setempat dan memperbaiki pelay-
anan publik, tetapi juga mengurangi pelu-
ang tenjadinya elite capiure.

Dalam studi mengenai tindakan kolek-
tf fcollective action) vang dilakukan oleh
Prasetvamartaty (2006) menunjukkan
bahwa dalam temuan empiris di berbagai
belahan dunia, baik negara industr
maupun negara berkembang, memperli-
hatkan bahwa karakterstik sumber daya
dan karakteristik komunitas mempenga-
ruhi  keberhasilan pengelolaan sumber
dava secara berkelanjutan baik secara
ekologis maupun sosial-ekonomis. Upaya
kerjasama sukarcla (volumtary collective
choice) atau tindakan bersama fcollective
action) ditemukan di perikanan pantai,
perikanan  darat, pengelolaan  hutan,
padang rumput. Pada tipe pengelolaan ini
maka sumber daya dianggap sebagai kepe-
milikan komunal fcommunal rights).

Terdapat beberapa hal yang mendorong

terjadinya tindakan kolektif, Salah satunya

adalah karena penghidupan komunitas
bergantung pada keberlanjutan sumber
daya tersebut, dan sumber daya bersifat
langka atau dapat habis, schingga mercka
berusaha menjaganya dan menetapkan
aturan dalam pemanfaatannya. Selain itu,
aliran manfaat sumber daya laut bersifat
bervariasi dan utdak dapat diprediksi,
misalnya ikan mudah berpindah, atau stok
ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor
antara lain iklim. oscanografi dan hidro-

logi. Oleh karena itu sulit membatasi
kepemilikan dan pemanfastan  suatu
sumber daya bagi tiap individu melalu
kepemilikan tunggal (private rights),
schingga pilihan terbaik pemanfaatan
sumber daya semacam ini adalah kepemi-
likan kolektif.

Faktor interdependensi sosial dan
kelangkaan sumber daya membentuk
suatu struktur insentif bagi komunitas atau
kelompok pengguna untuk melakukan
aksi bersama (collective action) dalam
mengatasi masalah alokasi sumber daya.
Tindakan kolektif (coliective action)
pengelolaan sumber daya olch suatu
komunitas akan menurunkan biaya trans-
aksi (transaction cost) dalam pengawasan
dan penegakan aturan, karena adanya
interdependensi antar anggota komunitas.
Pengambilan keputusan scorang individu
tidak mungkin hanya mempertimbangkan
biaya-manfaat pemanfaatan sumber daya
bagi dirinya, namun juga perlu memper-
timbangkan ekspektasi individu lain
dalam komunitasnya tentang bagaimana
sescorang scharusnya  memanfaatkan
sumber daya. Ini terkait dengan karakter
sosial dalam komunitas pedesaan terma-
suk di pesisir. Karakter sosial mencakup
interdependensi, ekspektasi perilaku indi-
vidu dan norma timbal-balik (rorms of
reciprocity). Dengan keberadaan sanksi
sosial atau sanksi adat yang disepakati,
maka insentif untuk melakukan pelangga-
ran aturan atau menjadi pecnumpang bebas
bisa ditckan. Norma timbal-balik tergo-
long ke dalam modal sosial (social capi- ,
tal) yang berpengaruh penting terhadap
kerjasama dan keberlanjutan institusi.

Berkaitan dengan norma resiprositas
tersebut, Henrich (2004) menjelaskan de-
ngan adanya norma resiprositas dapat
memberikan solusi bagi suatu permasala-
han dengan sistem timbal balik yang lebih
mengutamakan kepentingan orang lain.
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Dalam model tmbal balik tersebut ter-
dapat strategi saling memberi manfaat
‘benefiy) diantara individu satu atas indi-
vidu lainnya. Dimana manfaat yang telah
verlalu akan tetap dirasakan dan akan
memberikan manfaal yang sama bahkan
icbih terhadap pemberi manfaat di masa
‘alu. Dala strategi ini terdapat manfaat
vang tertahan untuk dapat digunakan di
masa yang akan datang. Lebih lanjut Hen-
rich berpendapat bahwa hubungan kekera-
batan dan adanya resiprositas secara lang-
sung (direct reciprocity) telah berhasil di
dalam memahami berbagai perilaku so-

sial,

Teori Modal Sosial (Social Capital)
dalam Upaya Penanggulangan Kemis-
Kinan

Modal sosial (social capital) adalah
sumber daya yang dapat dipandang scba-
cai investasi untuk mendapatkan sumber
Jaya baru. Seperti diketahui bahwa sc-
suatu yang disebut sumber daya (re-
«wwrees) adalah sesuatu yang dapat diper-
cunakan untuk investasi disebut scbhagai
modal. Dimensi modal sosial cukup luas
dan kompleks. Modal sosial berbeda de-
agan istilah popular lainnya yaitu modal
manusia (Human Capital). Pada modal
manusia segala sesuatunya lebih merujuk
v« dimenst individual yaitu daya dan
v<uhlian yang dimiliki olch scorang indi-
adu, Pada modal sosial, lebih mene-
«ankun pada potensi kelompok dan pola-
pola hubungan antar individu dalam suatu
velompok dan antar kelompok dengan
uang perhatian pada jaringan sosial,
norma, nilai dan kepercayaan antar se-
sama yang lahir dari anggota kelompok
dan menjadi norma kelompok. Modal
sosial juga sangat dekat dengan termi-
nologt sosial lainnyva seperti yang dikenal
sebagar kebajikan sosial fsocial virtue).
Perbedaan keduanya terletak pada dimensi

Media Trend Vol. 5 No.l Maret 2010, hal 17- 41

jaringan. Kebajikan sosial akan sangat
kuat dan berpengaruh jika didalamnya
melekat perasaan keterikatan untuk saling
berhubungan yang bersifat timbal balik
dalam suatu bentuk hubungan sosial.
Modal sosial (social capital) dibutuh-
kan untuk menciptakan komunitas moral
yang tidak bisa diperoleh begitu saja me-
lalui keputusan investasi rasional, yakni
keputusan individu untuk “berinvestasi”
dalam hwman capital konvensional seperti
pendidikan universitas (Fukuyama, 1995).
Putnam (2000) memberikan proposisi
bahwa suatu entitas masyarakat yang
memiliki kebajikan sosial yang tinggi,
tetapi hidup secara sosial terisolasi akan
dipandang scbagai masyarukat vang me-
miliki tingkat modal sosial yang rendah.
Modal sosial merujuk pada hubungan
Kepercayaan, kebersamaan dan pertuka-
ran, aturan dan norma bersama, keterkai-
tan, dan jaringan di dalam masyarakat
memungkinkan setiap anggota masyarakat
melakukan aksi bersama dan menga-
mankan sumberdaya penting yang lain
(scperti akses pasar, sumber keuangan,
pengetahuan). Dengan demikian, modal
sostal bermanfaat sebagai faktor penting
untuk mempengaruhi dan menentukan
bentuk keputusan dasar, termasuk juga
pengaturan kelembagaan yang akan ber-
pengaruh terhadap penggunaan lahan dan
kehidupan masyarakat pedesaan. Modal
sosial merupakan elemen penting dalam
pengelolaan lanskap dan penyediaan jasa
ekosistem. Dalam banyak kasus, wilayah
yang dikelola melewati batas lahan suatu
kKawasan atau lahan pertanian dengan
beragam pemangku kepentingan. Oleh
karena itu, para pelaku dalam lanskap
tersebut perlu berkoordinasi demi terlak-
sananya praktek pengelolaan yang tepat.
Modal sosial juga berfungsi sebagai
jembatan untuk membangun unit-unit pe-
ngelolaan lebih besar sehingga memung-

Henny Oktavianty, Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2%




ol

b
e

Media Trend Vol. 5 No.1 Maret 2010, hal 17- 41

pengintegrasian pengelolaan lanskap he-
terogen dengan melibatkan semua pihak.
Dalam konteks seperti, aksi bersama yang
didefinisikan sebagai koordinasi kegiatan-
kegiatan individual atau kelompok dalam
mencapai tujuan bersama menjadi sangat
penting. Modal sosial dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan keefektifan skema
kompensasi melalui dua cara. Pertama,
mendorong munculnya kohesi internal
dalam suatu masyarakat dengan meman-
faatkan organisasi dan sumberdaya inter-
nal dalam mendiskusikan dan menyele-
saikan konflik, membuat kesepakatan, dan
menjalankan serta memonitor  aksi.
Kedua, modal sosial dapal memperkuat
kapasitas masyarakat dalam berncgosiasi
dengan pihak luar untuk memperoleh du-
kungan dan sumberdaya yang akan diper-
gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan
masyarakat.

Definisi Social Capital (Modal Sosial)

Coleman adalah orang pertama yang
diyakini oleh banyak ilmuwan scbagai
pencetus konscp modal sosial, mendefi-
nisikan modal sosial berdasarkan fung-
sinya. Mecnurut Coleman (1998), modal
sosial bukanlah entitas tunggal (single
entity), letapi entitas majemuk yang me-
ngandung dua clemen: (i) modal sosial
mencakup beberupa aspek dari struktur
sosial; dan (i) modal sosial memfasilitasi
tindakan tertentu dari pelaku (aktor) baik
individu maupun perusahaan di dalam
struktur tersebut (within the structure).

Menurut Fukuvama (1995) modal
sosial adalah kapabilitas yang muncul dar
kepercayaan umum di dalam scbuah ma-
syarakat atau di bagian-bagian tertentu
darinya. Modal sosial bisa dilembagakan
dalam kelompok sosial vang paling kecil
dan paling mendasar, demikian juga ke-
lompok-kelompok masyvarakat yang pa-
ling besar, negara, dan dalam seluruh

kelompok lain yang ada diantaranya,

Parthasarathy dan Chopde (1999)
menulis tentang pentingnya collective
action dalam mencapai kesuksesan pe-
ngambilan keputusan untuk meningkatkan
teknologi agrikultur, dimana kooperasi
menjadi prasyarat utama terwujudnya
tujuan tersebut dengan penggunaan modal
sosial sangat mendukung perolchan infor-
masi yang mendukung kepada keputusan
masyarakat untuk meningkatkan teknologi
agrikultur, Dalam hal ini, kedua pencliti
dari India tersebut menggambarkan modal
sosial sebagai kemampuan mengembang-
kan dan menggunakan berbagai jaringan
sosial dan sumber daya yang tersedia
untuk dapat mengembangkan dan mendu-
kung pada peningkatan teknologi agrikul-
tur.

Hasil Studi Coleman (1994) tentang
pemuda dan pendidikan (youth and
schooling) mendefinisikan konsep modal
sosial sebagai varian entitas, terdini dari
beberapa struktur sosial yang memfasili-
tasi tindakan para pelakunya, apakah
dalam bentuk personal atau korporasi
dalam suatu struktur sosial. Modal sosial
menurutnya inhem dalam struktur relasi
antar individu. Struktur relasi dan jaringan
inilah yang menciptakan berbagai ragam
kewajiban sosial, menciptakan iklim
saling percaya, membawa saluran infor-
masi, dan menetapkan norma-norma dan

~ sanksi sosial bagi para anggotanya.

Formulasi lain tentang konsep modal
sosial dikemukakan juga oleh Adler dan
Kwon (2000; dalam Hasbullah, 2006)
yang menyatakan bahwa modal sosial
merupakan gambaran dari  keterikatan
internal yang mewarnai struktur kolektif
dan memberikan kohesifitas dan keun-
tungan-keuntungan bersama dari proses
dan dinamika modal sosial yang terdapat
dalam struktur dimaksud.

Bourdieu (1986) yang pemikirannya
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~unvak dipengaruhi oleh Marxist socio-

. mengemukakan konsep yang sedikit
~erbeda, terminologi modal menurutnya,
memihki 3 (uga) bentuk, yaitn modal
cxonomi, modal kultural dan modal sosial,
d1 mana dalam modal sosial terdiri dari
xewajiban-kewajiban sosial dan dianta-
ranya terinstitusionalisasikan dalam ben-
tuk kehormatan dan kebangsawanan. Put-
nam lebih mengembangkan pemikirannya
pada ide asosiasi dan aktifitas masyarakat
sipil sebagai basis bagi terciptanya inte-
grasi sosial dan kesejahteraan, Krisna
‘dalam Yustika, 2006) mengutip pendapat
Putnam mendefinisikan modal  sosial
scbagal “gambaran sosial, yang mem-
fasilitasi koordinasi dan kerjasama yang
saling menguntungkan”,

Berawal dari definisi yang diangkat
oleh para pelopor konsep modal sosial,
akhirnya kini telah banyak berkembang
perkaitan dengan definisi modal sosial
vang coba diinterpretasikan sendiri oleh
sanyak pemikir lainnya. Pendapat Baker
misalnya yang dikutip oleh Portes (1998)
yang mendefinisikan modal sosial sebagai
sumber daya yang diraih oleh pelakunya
melalui struktur sosial spesifik dan kemu-
dian digunakan untuk memburu kepentin-
cannya; modal sosial tersebut diciptakan
‘ewat perubahan-perubahan dalam hubun-
2an antar pelakunya. Selanjutnya Portes
‘uga mengutip pendapat dari Schiff vang
mengartikan modal sosial scbagai *seper-
angkat clemen dari struktur sosial yang
mempengaruhi relasi antar manusia dan
sekaligus sebagai input atau argumen bagi
‘ungsi prosuksi dan atau manfaar (urility).
Pendapat senada dikemukaan oleh Upoff
vang pendapainya ditulis kembali oleh
Dhesi (2000; dalam  Yustika. 2006),
menyatakan bahwa modal sosial dapat
ditentukan sebagai akumulasi dari bera-
sam tpe dari aspek sosial, psikologi,
udaya, kelembagaan, dan asser yang
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tidak terlihat (intangiable) yang mempen-
garuhi perilaku kerjasama.,

Pendapat lain dikemukakan Cohen dan
Prusack (2001) yang mengartikan modal
sosial scbagai stok dari hubungan yang
akuf antar masyarakat. Setiap pola hubun-
gan yang terjadi diikat olch kepercayaan
(rrust) kesaling pengertian (mutual under-
standing), dan nilai-nilai bersama (share

value) yang mengikal anggola kelompok
untuk membuat kemungkinan aksi ber-
sama dapat dilakukan secara efisien dan
efektif. Sedangkan Cox (1995) mendefi-
nisikan modal sosial scbagai suatu rang-
kaian proses hubungan antar manusia
vang ditopang oleh jaringan, norma-
norma, dan Kepercayaan sosial yang me-
mungkinkan efisiensi dan efektifnya koor-
dinasi dan kerjasama untuk keuntungan
dan kebajikan bersama. Bullen dan Onix
(1998) mempunyai pandangan senada de-
ngan menambahkan bobot terhadap di-
mensi modal sosial adalah kemampuan-
nya sebagai basis sosial untuk memba-
ngun masyarakat sipil yang sebenamya.
Tanpa basis sosial yang kuat seperti yang
terkandung dalam modal sosial, sebetul-
nya kehidupan it sendiri  bukanlah
kehidupan yang berdimensi kemanusiaan.

Bank Dunia (1999; dalam Hasbullah,
2006) mendefinisikan modal sosial se-
bagai scsuatu yang merujuk ke dimensi
institusional, hubungan-hubungan yang
tercipta, dan norma-norma yang memben-

tuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial

dalam masyarakat. Modal sosial bukan
sekedar derctan jumlah institusi atau
kelompok yang menopang (underpinning)
kechidupan sosial. melainkan dengan
spekirum yang lebih luas, yaitu sebagai
perekat (social glue) yang menjaga ke-
satuan anggota kelompok sccara ber-
sama-sama,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa
unsur-unsur pokok dari modal sosial
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adalah: adanya partisipasi dalam suatu
jaringan, resiprositas, kepercayaan, ada-
nya norma, nilai-nilai serta adanya tinda-
kan proaktif dalam suatu janngan.

Pentingnya Pondasi Kelembagaan
Ekonomi sebagai Pembuat Kebijakan

Aktor sosial memiliki preferensi (da-
lam nilai dan kegunaan) tetapi pilihan
rasional tidak sclalu berkenaan dengan
pilihan atas nilai dan sumber. Yang men-
jadi penekanan adalah tindakan yang di-
lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan
vang konsisten dengan jenjang pilihan
aktor. Dalam merealisasikan tujuannya
maka akan dipertimbangkan 2 (dua) hal
yang menjadi hambatan atas suatu tinda-
kan, vaitu kelangkaan sumber dan kelem-
bagaan sosial. Kelembagaan sosial yang
ada berpengaruh terhadap tindakan indi-
vidu sejak lahir dalam berbagai hal, karena
kelembagaan memiliki aturan, sanksi baik
positif dan negatif yang memiliki daya
dorong kepada aktor untuk merealisasikan
tujuan. Yang mendasar suatu pilihan vang
rasional, salah satunya adalah mekanisme
agregasi atau proses dimana sebagian
tindakan individu dikombinasikan untuk
menghasilkan tindakan bersama (collec-
rive action) (Sahm, 2002),

Dalam banyak literatur tentang teori
ckonomi kelembagaan baru (new institu-
rional economics). pentingnya peran ne-
gara diakui akan tetapi dalam kontcks
vang sempit, yakni mengenai cara meng-
gunakan monopoli kekerasan dalam pe-
negakan kontrak (enforcement of contract)
dan hak kepemilikan (property rights).
Pada momentum inilah sebuah pemerintah
vang kredibel sangat diperlukan atau
dalam tradisi ekonomi politik sering dise-
but sebagai "pemerintah yang kuat tetapi
werbatas™ (strong but limited government)
[Bardhan, 1996]. Karena keterbatasan
tersebut, maka diperlukan adanya kelem-

bagaan sosial untuk membantu Kinerja
pemerintah.

Peranan pemerintah biasanya lebih
besar dibanding dengan komponen ma-
syarakat vang lain, Kegiatan pembangu-
nan sebagian besar adalah usaha pemerin-
tah, bahkan seluruh kegiatan pembangu-
nan adalah tanggungjawab pemerintah.
Kartasasmita (1997) menyebutkan bahwa
banyak studi empiris yang menunjukkan
kegagalan pembangunan tidak memenuhi
sasaran karena kurangnya peran masyara-
kat bahkan banyak kasus menunjukkan
rakyal menentang upaya pembangunan.
Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa
hal antara lain: (i) pembangunan hanya
menguntungkan segolongan kecil orang
dan tidak menguntungkan rakyat bahkan
pada sisi lain dirasakan merugikan, (i)
pembangunan meskipun dimaksudkan
menguntungkan rakyat banyak, tetapi
rakyat kurang memahami maksud terse-
but, (iii) pembangunan dimaksudkan
untuk menguntungkan rakyat dan rakyat
memahaminya, tetapi cara pelaksanaan-
nya tidak sesuai dengan pemahaman, dan
(iv) pembangunan dipahami akan me-
nguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak
ditkutsertakan.

Untuk mencapi tujuan terscbut, kiranya
sangat diperlukan pula suamu pemerin-
tahan vang baik (good governance) serta
adanya kebersamaan masyarakat. Bersa-

‘maan dengan pemikiran baru tentang tata

kelola pemerintahan, lembaga donor juga
menyusun pemikiran baru tentang ke-
miskinan dan hubungan antara kedua
konsep tersebut. Mereka menyadari
bahwa kemiskinan merupakan suatu
konsep multidimensi dan tidak terbatas
pada konsep ckonomi saja. Selain ke-
kurangan pendapatan. kaum miskin juga
menderita dari kekurangan/ketidakadaan
pelayvanan publik (telepon, listrik, air,
transportasi umum, sarana keschatan,
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pendidikan, kredit, dil) dan Kekurangan
kesempatan berpartisipasi dalam pengam-
vilan keputusan ekonomi, sosial, dan poli-
tik di tingkat lokal, regional, dan nasional.
Karena itu kaum miskin sering merasa
terpinggirkan dan tidak berdaya pada saat
hak-hak mereka dilanggar dan dieksploi-
tasi oleh kaum kaya dan berkuasa (Eid,
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2000). Tata kelola pemerintahan yang baik
sangat diperlukan apabila seluruh aspek
kemiskinan ingin dituntaskan, tidak hanya
melalui kenaikan pendapatan saja, tetapi
juga melalui peningkatan kemampuan
kaum miskin dan peningkatan peluang
ekonomi, politik, dan sosial mereka
(Blaxall, 2000; Eid, 2000).

Gambar 2.1 Diagram Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan: Pendekatan Tindakan Kolektif
(Collective Action) Pada Petani di Desa Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
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METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif scbagai alat anpalisis, Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini
mencakup 2 (dua) macam data. Pertama,
data primer yang diperolch melalui penc-
litian empiris pada beberapa rumah tangga
miskin (rumah tangga petani) dan institusi
atau Pemerintah Daerah setempat yang
diberi tanggung jawab untuk menangani
permasalahan rumah tangga miskin
(rumah tangga petani). Data ini diperoleh
dengan beberapa cara, seperti penggunaan
wawancara mendalam (in-depth interview,
melalui key persons) dan investigasi serta
melakukan  Focus Group Discussion
(FGD) dengan pamong Desa dan warga
Desa Tretes. Data primer juga dapat
diperolch lewat metode observasi kegiatan
sehari-han masyarakal petani. Kedua, data
sekunder (studi dokumen) yang berasal
dari departemen pemerintah (khususnya
berkenaan dengan kebijakan pemerintah),
lembaga riset, data dari BPS (Badan Pusat
Statistik) dan lain-lain. Dalam hal ini data
skunder diperoleh dari kantor Desa dan
Kecamatan Pujon. Dari kedua sumber data
tersebut diperoleh data yang lebih leng-
Kap.

Gambar 1. Alur Pengumpulan Data

HASIL PENELITIAN

Struktur dan Karakteristik Kemis-
Y¥inan Petani Desa Tretes

Peneliti melakukan pengamatan ten-
tang penyebab kemiskinan di Desa Tretes
dengan menganalisa akar penyebab ke-
miskinan serta perluasan pengaruhnya
terhadap berbagal dimensi. Akar penye-
bab kemiskinan di Desa Tretes antara lain:
(1) tidak adanya informasi tentang tana-
man yang diproduksi di dacrah lain; (2)
sempitnya lahan pertanian; (3) rendahnya
tingkat pendidikan; (4) rendahnya tek-
nologi pertanian yang digunakan; serta (5)
kurang/sedikitnya modal vang dimiliki
oleh para petani. Masing-masing akar
penyebab kemiskinan mempunyai turunan
yang berbeda-beda dan semuanya akan
bermuara pada kemiskinan petani di Desa
Tretes. Gambar 2. menggambarkan secara
detail sebab-akibat Kemiskinan di Desa
Tretes.
I. Sempitnya Lahan dan Tidak Mem-

punyai Lahan

Kepemilikan lahan petani Desa Tretes
rata-rata kurang dani |1 ha dan hanya scba-
gian kecil saja yang memiliki lahan 1-1,75
ha bahkan ada beberapa petant vang tidak
mempunyai lahan sendiri dan memutus-
kan untuk menyewa atau memanfaatkan
lahan dari Perhutani dengan sistem pena-
naman tumpang sari. Sempitnya lahan
yang dimiliki oleh petani Desa Tretes

- menyebabkan produksi tanaman sayur

yang mercka produksi untuk pasar hanya
sedikit bahkan sering kali tdak bisa
memenuhi kebutuhan yang diinginkan
olch tengkulak. Jika terjadi demikian,
maka petani tersebut tidak bisa membo-

rongkan tanamannya dan harus menjual-

nya sendiri ke pasar atau menunggu ba-
rang kali ada pembeli kecil yang mengi-
nginkan tanamannya.
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Gambar 2. Diagram Sebab-akibat Kemiskinan
(hasil pengamatan & diskusi di desa Tretes)
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Apabila biaya akomodasi untuk panen
dan transportasi dirasa memberatkan dan
tidak scimbang dengan harga penjualan,
maka petani akan mengambil tindakan
untuk tidak menjual tanamannya dan akan
memanfaatkannya untuk pakan ternak
mereka. Nasib vang lebih buruk menimpa
petani yang tidak memiliki lahan pribadi.
Mereka yang tidak mempunyai lahan
biasanyva menjadi buruh tani atau adapula
vang menggarap lahan milik Perhutani.
Para Petani memiliki kesepakatan dengan
Perhutani untuk mepanam pohon yang
ditentukan oleh Perhutani dan sebagai
imbalannya Perhutani memberi 20 (dua
puluh) kayu dari 100 (seratus) kayu yang
dipanen dan memperbolehkan para petani
untuk  memanfaatkan  vang  ditanami
pohon terscbut dengan sistem tumpang
sari, Sehingga bagi petani yang hanya
mengandalkan lahan tersebut tidak akan
memperoleh hasil yang banyak, Karcna
mgas mereka tidak dapat memanfaatkan
lahan vang ada dengan maksimal. Adapun
petani yang juga tidak mempunyai lahan
sendiri atau lahan sewa-an dan juga lahan
pinjaman dari Perhutani, maka akan men-
jadi buruh tani, yang penghasilannya
rata-rata Rp 7.000.- sampai Rp 10.000,-
setiap setengah hari bekerja (antara jam
(08.(X)-12.00).

2. Kurangnya Informasi

Lemahnya jaringan informasi yang
dimiliki petani terhadap tanaman apa yang
sedang diproduksi di daerah lain, menye-
babkan kerugian pada petani. Hal tersebut
dikarenakan barang pertanian akan me-
limpah jika sayur yang mercka tanam
sama. Sehingga harga barang pertanian
akan tarun.

3. Sedikitnya Modal yang Dimiliki Pe-
tani
Keterbatasan modal yang dimiliki pe-

-d
R

tani berdampak pada kemiskinan yang
diderita petani. Modal sangat diperlukan
ketika sesenrang bergerak di bidang perta-
nian. Mercka memerlukan modal untuk
berbagai kebutuhan proses bertani, mulas
dari biaya tenaga kerja, kebutuhan pupuk
dan pestisida (ladang 0,25 ha membutuh-
kan biaya 1 juta untuk sekali tanam),
kebutuhan benih, biaya transportasi, dan
lain-lain. Sehingga pada masa awal tanam
sampai dengan masa panen, petani mem-
butuhkan modal yang cukup besar tetaps
mercka tidak bisa memprediksi hasil yang
akan mercka peroleh, Oleh karcna itu,
petani akan memutuskan untuk meminjam
vang ke Bank jika mereka mampu atau
berhutang kepada ketua kelompok tani
atau kepada orang yang dapat mercka
pinjami. Sistem kredit Bank memang di-
rasa sangat memberatkan petani, karend
bunga vang cukup tinggi, yakni mencapai
2% lebih. Sedangkan sistem pinjaman
kepada ketua KUT dibangun dengan dasar
kepercayaan dan asset yang dimiliki pe-
tani peminjam.

Pertama, jika petani meminjam kepada
Bank maka risiko yang ditanggung adalah
tingginya bunga Bank. Schingga ketika
mercka mengalami gagal pancn/kerugian
maka utang mereka kepada Bank akan
menumpuk. Demikian halnya dengan pe-
minjaman kepada koperasi, bedanya
hanya pada segi besaran bunga.

Kedua, jika pama petani meminjam

‘kepada Ketua KUT sistemnya akan

berbeda. Ketua KUT lebih mengandalkan
pada kepercayaan (frusy), tetapi tetap
memperhatikan  prediksi  keberhasilan
petani peminjam. Schingga, dalam sistem
kedua ini lebih Junak dan lebih nampak
modal sosialnya. Tetapi, jika petani men-
galami gagal pancn/kerugian, maka yang
lebih terkena dampaknya adalah petani
peminjam. Dengan demikian kemiskinan
akan kembali menimpa petani kecil.
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4. Pola Kerjasama Yang Kurang Mak-

simal

Semangat  gotong royong memang
sangat melekat dan menjadi budaya ma-
wvarakat Desa Tretes, Akan tetapi se-
Tangat gotong royong hanya mencakup
sop yang sempit dan sangat dibatasi oleh
wilayah dimana mercka tinggal. Kerja-
ama dalam arti luas, yakni dalam lingkup
retani, baik antardesa atau antarwilayah
“rasa sangat kurang. Hal ini dapat dilihat
~ar1 kebersamaan waktu penanaman padi.
Seoeradaan KUT memang dirasa sangat
Tenunjang, akan tetapi institusi petani
wrsebut tidak berfungsi secara maksimal.
=l im discbabkan karena pengetahuan
=asyarakal petani akan profesionalitas
weamsasi masih sangat kurang, pola
womunikasi yang masih tradisional dan
sendidikan vang rendah.

*  Rendahnya Kualitas Sumber Daya
Manusia
“enduduk Desa Tretes antara berpendi-
“xan SDTT (Sekolah Dasar Tidak Tamat)
<mpa SLIP, dan rata-rata mengenyam
sendidikan SD. Rendahnya tingkat pendi-
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dikan mcreka disebabkan oleh pandangan
masyarakat desa setempat yang tidak men-
empatkan pendidikan scbagai prioritas
ulama. Tidak ada seorang petani pun yang
berpendapat bahwa menjadi seorang pe-
tani juga memerlukan pendidikan yang
tinggi. pengetahuan dan wawasan yang
cukup, serta penguasaan teknologi untuk
mendukung pertanian.

Fenomena mata pencaharian sebagai
petani  sepertinya telah menjadi  suatu
keharusan bagi masyarakat Desa Tretes,
Rendahnya pengetahuan dan informasi
menjadikan petani Desa Tretes kurang
berkualitas dalam berfikir, memutuskan
suatu masalah dan melakukan inovasi di
bidang pertanian. Sedangkan, jika mercka
ingin berpindah pada profesi lain akan
terhambat dengan adanya pendidikan
yang rendah. Hal ini pernah diungkapkan
oleh peserta FGD:

"Kita ini mau ndak mau ya harus beru-
saha untuk bagaimana usaha tani itu bisa
maju dan berhasil. La wong mau pindah
Jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) ya ndak
mungkin. Wong kita ini rata-rata lulusan
SD (Sekolah Dasar).™

Gambar 3. Skema Perangkap Kemiskinan (poverty trap)

Petani Desa Tretes
Memulai Produksi
Pertanian
| Utang kepada
KUT/Bank l e :,
Menbayar utang/utang Stabilitas harga
cembali & membeli bahan komoditas pertanian
rrodduksi pertanian rendah
Beternak lembu (sebagian Petant miskin

weer Solah peneliti

hasil untuk membeli bahan
produksi pertanian)

(sosial ekorg:mi rendah)
pendapatan rendah
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Perangkap kemiskinan petani Desa
Tretes seperti vang nampak pada Gambar
3. mencerminkan adanya lingkaran setan
yang sulit ditembus olch petami dalam
rangka keluvar dari kemiskinan yang mem-
belenggu mereka. Disaat memulai proses
produksi pertanian mercka harus men-
gambil keputusan untuk utang karena
tingginya biaya produksi pertanian. De-
ngan kepemilikan lahan scluas 0,5 ha
untuk menanam komoditas bawang merah
membutuhkan biaya produksi 7 juta ru-
piah. Jika saat panen tiba harga bawang
merah stabil, maka petani masih bisa
menikmati hasil kerja kerasnya. Jika saat
panen Rarga bawang merah melonjak
tinggi, maka petani akan mendapat keun-
tungan yang luar biasa, Tetapi jika harga
bawang merah merosot, maka petani akan
mengalami kerugian. Implikasi dan keru-
gian yang menimpa petani adalah bertam-
bahnya jumlah hutang. Usaha untuk me-
nyeimbangkan antara pengeluaran dan
pendapatan dicoba dengan beternak lembu
vang memberikan kepastian pendapatan
petani, namun hasil penjualan susu lembu
juga dimanfaatkan untuk menutup hutang
dan membeli kembali bahan-bahan untuk
proses produksi pertanian. Begitulah se-
terusnya, hingga petani tidak dapat menik-
mati hasil jerih payahnya schingga daya
beli masvarakat petani tergolong rendah.

MODAL SOSIAL

Menurut Tonnies (1887; dalam Pur-
nomo, 2004) adapun watak dari petani
yang hidup dalam masyarakat pedesaan
itu, menurut para ahli dan abad ke-19
vang lalu, dijiwai olch maksud serba rela,
atau wesenwille dalam pergaulan. Hal
tersebut memang terbukti dari cara ber-
gaul dan bermasyarakat penduduk Desa
Tretes. Semangat gotong rovong yang
masih eksis dan resiprositas yang cukup
tinggi dan kepercayaan (trust) masth

dijadikan acuan untuk berinteraksi satu
sama lain. Seperti yang telah diungkapkan
oleh Hasbullah (2006) di Bab II, bahwa
ada 6 (enam) unsur yang terdapat dalam
modal sosial yaitu: partisipasi dalam suatu
jaringan, resiprositas (resiprocity), keper-
cayaan (frust), morma sosial, nilai-nilai
serta tindakan proaktif.

Diantara 6 (unsur) modal sosial terse-
but, unsur yang sangat menonjol adalah
kepercayaan (trust) berikut menyusul re-
siprositas (resiprocity).

1. Bentuk Resiprositas (Resiprocity)

Bentuk resiprositas merupakan bentuk
hubungan timbal balik yang dilakukan
antara 2 (dua) orang atai lebih, Hubungan
tersebut bersifat mutualisme (saling men-
guntungkan) satu sama lain. Resiprositas
ini merupakan salah satu modal sosial
vang dapat mendorong solidnya suatu
jaringan sosial. Jika unsur modal sosial ini
berlangsung dengan baik di kalangan
petani dan terjadi secara lerus menerus,
maka dapat menjadi suatu budaya positif
vang melekat di masyarakat. Budaya yang
positif tersebut akan menciptakan iklim
yang sama pada pctani Desa Tretes dan
dapat menjadi faktor pendukung tindakan
kolektif yang dapat dijadikan solusi dalam
mengatasi masalah bersama.

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh
kecenderungan saling tukar kebaikan
antar individu dalam suatu kelompok atau

antar kelompok itu sendiri. Pola pertu-

karan ini bukanlah scsuatu yang dilakukan
sccara resiprokal seketika seperti dalam
proses jual beli, melainkan suatu kombi-
nasi jangka pendck dan jangka panjang
dalam nuansa altruism (semangat untuk
membantu dan mementingkan kepentin-
gan orang lain).

Saling tukar kebaikan di Desa Tretes
dapat terjadi pada aktvitas apa saja.
Seperti vang telah dicontohkan di atas,
yaitu pada peristiwa hajatan. Ketika haja-
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tan (pernikahan dan khitanan) digelar,
maka sudah menjadi kebiasaan masyara-
kat - setempat  untuk  menyumbangkan
uang. Uang tersebut dimasukkan ke dalam
amplop dan kemudian diberi nama pem-
nerinva. Setelah hajatan selesai dan semua
wmu meninggalkan lokasi hajatan, tuan
rumah yang menggelar hajatan mulai
membuka “kotak uang™ dan membuka
wmplop satu per satun. Sambil membuka
implop. ada vang bertugas mencatat besa-
ran uang yang ada di dalamnya dan men-
“atat nama yang tertera pada amplop terse-
sut. Hal demikian dilakukan masyarakat
swiempat untuk mempermudah “pengem-
nalian™ jika suatu waktu orang yang mem-
ser sumbangan tersebut mengadakan haja-
tn atau mengalami suatu hal yang mem-
sutuhkan bantuannya. Bentuk resiprositas
vang lain terlihat pada aktivitas masyara-
vut seperti ¢ membangun rumah warga,
membangun jalan, jembatan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal ini, Tohir (Ketua
selompok Tani) berkomentar tentang go-
tong-royong masyarakat Desa Tretes, din
menuturkan:

Menawi gotong royong nopo mawon
‘wn mriki niki tiyange cepet mbak. Niki
duteng ngajeng nggrive kulo niki lagi
mbangun  kandange tanggi, ngoteniku
mboten sisah dikengken langsung moro
“yambek. Nopo mawon pun, tivang ngga-
dunh damel, mbangun omah, pokoke ceper
dareng. mriki mki, Senonsoe wonten ing-
Lang iri tanggine nggadah tamu tiyang
sugeh, tapi ngoteniku namung  digunem
mawon, lapi gotong royonge ftetep.

“Kalau gotong royong apa saja di sini
crangnya cepat mbak. Ini di depan rumah
ava sedang membuat kandang (untuk
wmbu), gitu itu udak usah disuruh lang-
sung datang sendiri (untuk membantu).
Ada apa saja, orang hajatan, membangun
rumah, pokoknya cepat datang (untuk
membantu) di sini ini. Walaupun ada yang
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iri tetangganya mempunyai tamu orang
Kaya, tapi hal tersebut hanya dibuat bahan
pembicaraan saja, tapi gotong royongnya
tetap.”

Dalam hal ini modal sosial berperan
untuk  menyediakan Keuntungan-keun-
tungan vang menjadi prasyarat bagi kerja
sama dan resiprositas. Seperti yang ditu-
jukkan oleh Lin, bahwa ada scjumlah
mekanisme sentral yang membawa hasil
Keuntungan-keuntungan tersebut, (erma-
suk: informasi, pengaruh perantara-pe-
rantara, konfirmasi keadaan yang dapat
dipercaya, dan penguatan dari janji-janji
dan komitmen-komitmen (Lin, 2001).
Sehingga dapat dibuktikan bahwa modal
sosial sungguh menghasilkan keuntungan-
keuntungan positif yang jelas untuk ang-
gota-anggota jaringan  dan  komunitas
secara luas.

2. Bentuk Kepercavaan (/rusi)

Jika resiprositas tidak dijalankan de-
ngan baik maka akan sangat mempenga-
ruhi  kepercayaan (rrust).  Pandangan
modal sosial menyatakan bahwa kerja-
sama tergantung pada kepercayaan. Pent-
ingnya Kkepercayaan dapat dilihat dari
berbagai macam situasi. Sistem Kepercay-
aan di Desa T'retes terlihat dan percakapan
penulis dengan Tohir sebagai berikut:

"Saya ini selain macul di sawah sama
angon lembu juga jual pupuk, benih, pesti-
sida. Sistemnya kerjasama sama pabrik
mbak. Jadi sayva ini salesnya pabrik. Jadi
gini, petani yang ikut Kelompok Tani
saya, ngambil benih dulu, kasarannya
ngutang gitulah, pupuk juga gitu ngambil
dulu. Terus nanti kalau sudah panen baru
mereka bayar semuanya.”

Kemudian penulis bertanva  tentang
sistem jaminan yang diberikan, Tohir
menjawab:

“"Caranya itu ya saya yang harus lihat
seberapa besar lahannya terus kira-kira
disesuaikan dengan cuaca prediksi keber-
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hasilannya gimana. Nah, dari situ nanti
saya bisa nentukan (menentukan), saya
bisa minjemi (neminjami) berapa banyak.
Jadi kalaupun saya rugi va ndak rugi
nemen-nemen (tidak terlalu rugi). Kalau
ada orang yang mau pinjam uang juga gitu
mbak. saya lihat dulu semuanya, tapi tidak
saya samakan kayak bisnis, kalau minjam-
kan (meminjamkan) uang itu kan harus
ikhlas, saya itu vang kembali apa ndak
sudah sava ikhlaskan dulu. Wong can
saudara itu susah mbak, lha tapi kalau cari
musuh gampang™.

Terlihat dari ungkapan vang disampai-
kan oleh Tohir bahwa terdapat sistem
kepercayaan (trust) yang disadan atau
tidak oleh 2 (dua) orang atau lebih yang
akan melakukan suatu transaksi. Keper-
cayaan (frust) dan keadsan dapat diper-
caya diibaratkan seperti minyak pelumas
vang meminyaki roda-rods berbagai trans-
aksi ekonomi dan sosial yang lanpanya
mungkin akan membutuhkan blaya yang
sangat mahal dan memakan banyak waktu
(field, 2005). Hal ini sangat relevan
dengan konsep modal sosial yang
menekankan suatu cara di mana jaringan-
jaringan memberikan akses pada berbagal
sumber daya. Francois (2003) juga
memandang kepercayaan (frusy) sebagal
komponen ekonomi yang relevan dan
melekat pada kultur yang ada pada
masyarakat vang akan membentuk keka-
yaan modal sosial.

Petani Desa Tretes memposisikan
kepercavaan (frust) scbagal komponen
dasar modal sosial mereka di dalam jarin-
gan petani. Bentuk Kkepercayaan (trusi)
pada petani Desa Tretes dapat dilihat dari:
(1) sistem peminjaman modal, (2) pembe-
rian bantuan, serta (3) pelimpahan ama-
nah.

Tabel 2. Bentuk Modal Sosial Desa Tretes

No Unsur Modal Bentuk Modal Sosial

Sosial
| Partisipasi » Menjadi anggota
Dalam Suatu KUT
Jaringan »  Mengikuti kegiatan
rutin
2 Resiprositas  »  Saling membantu
diberbagai bidang
» Peristiwa hajatan
3 Kepercayaan »  Sistem peminjaman
(Trust) modal
» Pemberian bantuan
» Pelimpahan amanah
4 Norma Sosial »  Kejujuran
»  Kepeduhian
5 Nilai-Nilroai »  Tata krama: “nunt”™
» Saling menghargai
6 Tindakan Paktif »  Mampu mengung-

kapkan pendapat

¢ Terlibat dalam
berbagai penyuluhan

1an

» Proakuf dalam
menyelesaikan
masalah

» Proakiif dalam
kegiatan sosial

Sumber: Dicleh penclit

TINDAKAN KOLEK'TIF

(COLLECTIVE ACTION)

Tindakan kolektif pada petam Desa
Tretes muncul dari kesepakatan (arra-
ngement) dari petani Desa Tretes yang
memiliki  homogenitas  ketidakstabilan
pendapatan dari hasil pertanian, yang
menyebabkan kondisi miskin. Bentuk
kesepakatan petani Desa Tretes antara
lain: (1) keputusan untuk beternak lembu,
(2) keinginan untuk mendapatkan infor-~
masi teantang tanaman yang diproduksi di
dacrah lain, (3) keputusan untuk memulai
menanam padi, serta (4) keputusan untuk
memilih menjadi anggota KUT. Secara
ringkas pengaruh dari masing-masing
tindakan tersebut dapat dilihat pada tabel
3.
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{abel 5. Bentuk dan Pengaruh Tindakan

Kolekuf

Bentuk Pengurah

- Meminimalisir gab
hepulusan antara pengeluaran
setemak lembu dan pendapatan

- Meningkatkan

kesejahteraan

Keputusan - Stabilisast harga
Senanam jenis komoditas pertanian
savuran
A ePUTUSAN ~  Memmimalisir
memulai Kegagalan panen
menanam padi
Neputusan - Mempermudah
wemihh menjadi pemecahan masalah
angpots KUT pertanian

sumibher diolah peneliti

KRESIMPULAN

Dari adanya berbagai macam penyebab
wemuskinan petani Desa Tretes serta
nengaruh  tindakan  kolektif feollective
wriony terbadap penanggulangan, maka
Zapat disimpulkan bahwa:

I. Hasil pengamatan peneliti di Desa
‘retes, menyimpulkan bahwa akar penye-
sab Kemiskinan di Desa Tretes antara Jain
adalah: (1) informasi tentang tanaman
ang diproduksi di daerah lain; (2) sempit-
7va lahan pertanian; (3) rendahnya tingkat
senchidikan: (4) rendahnya teknologi per-
“anian yang digunakan; serta (5) kurang/
sedikitnya modal yang dimiliki oleh para
Detianl,

2. Modal sosial dalam jaringan petani
Jesa Tretes dapat  dibangun  dengan
slanya: partisipasi dalam suatu jaringan,
Lcpercayaan ffrust), resiprositas (recipro-
-1y, norma sosial, nilai-nilai serta tinda-
wan proakif. Unsur-unsur modal sosial
‘ersebut dapat dilaksanakan dengan baik
‘¢h masyarakat petani di Desa Tretes.
Sckurangan yang dapat menjadi kelema-
wun petani adalah tidak adanya jaringan
ntar petani dengan wilayah yang berbeda
-ang menyebabkan tdak terbangunnya

Mod@ Trend Vol § No.l1 Maret 2010, hal 17- 41

modal sosial di dalamnya. Hal terscbut
mengindikasikan lemahnya kelembagaan
di bidang pertanian, Disisi lain komponen
modal sosial yang paling menonjol dan
menjadi faktor pendukung utama adalah
aspek kepercayaan (frust) dan resiprositas
(resiprocity).

3. Bentuk dan pengaruh tindakan
kolektul' (collective action) dalam ling-
karan kemiskinan di Desa Tretes dapat
diketahui dari pola interaksi masyarakat
dan cara masyarakat menentukan suatu
keputusan. Pertama, keputusan petani
untuk beternak lembu discbabkan oleh
kesamaan cara berfikir bahwa keputusan
tersebut adalah untuk  meningkatkan
kesejahteraan mercka. Tindakan kolektif
petani untuk beternak lembu dan menjual
susunya melalut penjual sama membawa
pengaruh pada tingkat kesejahicraan dan
dapat menurunkan tingkat kemiskinan
petani, Kedua, keputusan petani untuk
menanam jenis sayuran. Dalam kasus ini
ada kesamaan opini petani Desa Tretes
menginginkan adanya informasi dari
petani desa lain perihal tanaman yang
sedang diproduksi schingga mereka dapat
menentukan jenis tanaman apa yang akan
mereka produksi dengan harapan kuanti-
tas suatu komoditas tidak melebihi per-
mintaan pasar yang akan berpengaruh
pada stabilitas harga. Ketiga, kesamaan
waktu dalam menanam padi. Kesamaan
waktu dalam penanaman padi dimaksud-
kan petani Desa Tretes untuk meminimali-
sir kegagalan panen. Jika penanaman tidak
dilakukan bersama-sama, maka tanaman
padi akan mudah diserang hama dan
kemungkinan gagal pancn sangat besar,
Keempar, keputusan petani untuk mendiri-
kan KUT. Keputusan untuk mendirikan
KUT merupakan kebijakan sosial yang
mengarah pada proses penurunan kemis-
kinan petani. KUT mempunyai kekuatan
untuk mengkoordinasikan petani dalam
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menghadapi berbagai permasalahan
bersama.  Seperti masalah  kelangkaan
pupuk, mengatasi masalah hama dan pe-
nyakit yang menyerang tanaman, bisa
mendatangkan PPL., bisa didatangi Dinas
Pertanian dan memperoleh sedikit ban-
tuan, dan lain-lain.

4. Tindakan kolekuf fcollective action)
vang dilakukan oleh petani Desa Tretes
mempunyai dampak terhadap kehidupan
petani Desa Tretes dalam usaha mereka
untuk meningkatkan kesejahteraan.

Namun demikian, kesejahteraan yang
diharapkan untuk benar-benar keluar dan
perangkap kemiskinan masih belum dapat
dilakukan. Olch karena itu periu adanya
campur tangan pemerintah secara tidak
langsung untuk mendukung tindakan ko-
lektif vang telah dilakukan oleh petani
dengan bertindak sebagai pengarah dan
melembagakan pertanian dengan lebih
terstruktur.

SARAN DAN KEBIJAKAN

1. Sesuai dengan struktur dan karakter-
istik kemiskinan di Desa Tretes, di mana
akan penyebab kemiskinan Desa Tretes
meliputi; (1) tidak adanya informasi ten-
tang tanaman vang diproduksi di dacrah
lain; (2) sempitnya lahan pertanian: (3)
rendahnya tingkat pendidikan; (4) renda-
hnyva teknologi pertanian yang digunakan;
serta (5) kurang/sedikitnya modal yang
dimiliki olch para petani. Sehingga untuk
keluar dari belenggu kemiskinan tersebut,

berbagai macam tindakan kolektif dilaku-

kan petani Desa Tretes. Tindakan kolektif
yang dilakukan petani Desa Tretes antara
lain: (1) tindakan beternak lembu; (2)
tindakan menanam jenis sayuran; (3) ke-
putusan memulai menanam padi; serta (4)
keputusan memilih menjadi anggota KUT.
Tetapi kendala yang mereka hadapi adalah
adanya perangkap kemiskinan yang sulit
untuk ditembus.

2. Campur tangan pemerintah secara tidak

langsung diperlukan untuk mendukung
tindakan kolektif reollective action)
vang dilakukan petani Desa Tretes. Hal
tersebut dimaksudkan agar tindakan
kolcktif yang telah eksis dapat dija-
lankan untuk mencapai tujuan utama,
yaitu keluar dari perangkap kemiskinan
menuju kesejahteraan petani.

3. Campur tangan pemerintah secara tidak

langsung harus didasarkan pada tinda-
kan kolektif scbagai bentuk inisiasi
dari petani Desa Tretes.
Tindakan kolektif pada pemeliharaan
lembu. Hasil wawancara menunjukkan
tindakan kolektif ini dimaksudkan
untuk meningkatkan pendapatan pe-
tani, karena jika petani hanya meng-
gantungkan pendapatan pada hasil
komoditas pertanian maka pendapatan-
nya cenderung tidak stabil. Pemeli-
haraan lembu terbuku dapat mening-
katkan pendapatan petani dan hasilnya
memberikan  kepastian  pendapatan.
Permasalahannya adalah pengelolaan
keuangan pada masing-masing rumah
tangga petani. Hasil penelitian mem-
perlihatkan bahwa petani cenderung
memanfaatkan pendapatan dani hasil
perahan susu lembu untuk membiayai
ongkos produksi pertanian, sehingga
pendapatan ftersebut  seperti  “tidak
berbekas™. Oleh karena itu petani tetap
memasuki  perangkap  kemiskinan.
Dalam hal ini, saran yang diajukan
pencliti adalah perlunya perhatian
pemerintah  terhadap  kepemilikan
lembu. Hal vang dapat dilakukan pe-
merintah antara lain memberikan ban”
tuan kredit atau penyewaan lembu
kepada petani melalui KUT dan yang
bertindak sebagai pengawas adalah
dinas pertanian. Dengan demikian sc-
cara tidak langsung terbangun kontrak
sosial antara petani dengan pemerin-
tah.
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4. Oleh karena KUT dilibatkan secara

langsung, maka pemerintah juga harus
memperkuat kelembagaan KUT. Art-
nva harus ada aturan formal dalam
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bisa bersifat jangka panjang dan
mampu menyelesaikan permasalahan
serta tidak menimbulkan permasalahan
sosial yang baru.

KUT terhadap sistem organisasi KUT.
5. Kelembagaan KUT yang kuat diha-  Tabel 4, Bentuk Kesepakatan Petani Desa
rapkan dapat membangun jaringan so- Tretes dan Saran Penerapan Kebijakan

sial petani yang lebih luas, schingga  Sumber diolah penclin

dapat mendorong timbulnya tindakan

NalKesepa-

kolektif antar KUT. Berkaitan dengan
stabilisasi harga, tindakan kolektif
KUT dapat diarahkan pada spesialisasi
tanaman di  masing-masing dacrah
untuk menyeimbangkan penawaran

masyarakat. Sehingga suatu kebijakan

Katan
(Arrange-
ment)

dan permintaan komoditas pertanian. n lembu oleh
Dengan demikian, stabilitas harga akan m:':“mtali Icm"
tercapal. dengan kontrol
6. Berkaitan dengan teknologi pertanian di . ketat dari Dinas
Desa Tretes yang masih bersifat tradis- emballuntk | Pertanian
ional dan pola pertaman yang masih |
sangal lergantung pada cuaca maka di-
perlukan kebijakan makro dar peme- tnformasi Memperkuat
rintah seperti penerapan teknologi per- tidak pernah | kelembagaan
tanian yang tidak menggantungkan didapatkan.  [KUT (l;_:rdﬂpiﬂ
pada cuaca. Penerapan kebijakan terse- :h“f‘“mm“
but dapat dilakukan pemerintah dengan ibanint |
pengambilan sampel daerah mengingat jaringan sosial
luasnya wilayah Indonesia. Pengkajian mﬁal KUT yang
lebih lanjut perihal teknologi pertanian lebih Juas.
disarankan untuk melakukan penelitian mmlt}:n::":::l
lanjutan yang berkaitan dengan penera- bangkan
pan teknologi pertanian yang relevan | peemintaan dan
dilakukan di Indonesia. N penawaran
. Kebijakan bagi penanggulangan ke- L kﬂ'_m'd“ﬂ
miskinan petani di pedesaan kiranya :’;‘ik'::m' ::ml ’d‘h‘wlp*
harus sesuai dengan kondisi wilayah koadisi harga | pada stabilitas
dan melihat berbagai kondisi sosial savur, harga.
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